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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.
1
 Hukum 

adalah suatu sistem yang merupakan sebuah tatanan yang utuh yang terdiri dari 

bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat antara yang satu dengan 

yang lainnya.
2
 

Salah satu aspek dari negara hukum adalah perlindungan Hak Asasi 

Manusia yang selanjutnya akan disingkat dengan HAM. Ketika mengacu pada 

penegakan HAM dalam proses pemeriksaan tindak pidana, penting untuk 

memastikan adanya kepastian hukum, agar setiap orang yang berhadapan dengan 

hukum dapat menerima perlakuan yang adil.
3
 Hukum acara atau hukum formal 

adalah peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum materiil.
4
 Di 

Indonesia Proses hukum pidana menggunakan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagai landasan 

umum dalam sistem hukum Indonesia. 

Hukum Acara Pidana melibatkan konsep upaya paksa yang mencakup 

tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak penegak hukum membatasi kebebasan 
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seseorang, mengambil alih barang miliknya, atau melanggar hak privasinya. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 

menyebutkan beberapa jenis upaya paksa seperti: Penangkapan, Penahanan, 

Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan Surat. 

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP yaitu, penangkapan merupakan suatu 

tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka 

atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau 

penuntutan dan atau peradilan”. Konteks penangkapan yang dilakukan oleh 

penyidik, pihak kepolisian itu harus sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-

Undang baik itu syarat materiil ataupun syarat formilnya. 

Pasal 17 dan 18 (1) KUHAP penangkapan dapat dilakukan terhadap 

seseorang jika diduga kuat melakukan tindak pidana dengan didampingi oleh 

adanya bukti permulaan yang cukup, petugas harus memberikan surat tugas dan 

surat perintah penangkapan kepada tersangka dan keluarganya. Namun jika 

pelaku tertangkap tangan maka tidak perlu adanya surat perintah penangkapan. 

Jangka waktu penangkapan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) 

menyebutkan batas penangkapan tidak dapat melebihi satu hari. Artinya apabila 

dalam waktu 1x24 jam tersangka tidak memenuhi syarat untuk ditahan selama 

proses pemeriksaan berlangsung, maka secara hukum ia harus dibebaskan, karena 

itu merupakan bagian dari proses yang diatur oleh KUHAP tanpa melanggar hak 

asasi manusianya. 

Dasar hukum dalam melakukan penangkapan telah diatur di dalam hukum 

acara pidana yang mana harus ada dugaan yang kuat yang berdasarkan bukti 
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permulaan yang cukup. Pelanggaran hak pada proses peradilan pidana sudah 

lumrah terjadi terutama dalam proses pemeriksaan yang mengakibatkan sering 

terjadinya salah tangkap.
5
 

Penyidik Polri dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka 

walaupun diduga kuat telah melakukan tindak pidana bisa saja masih terjadi 

kesalahan atau kekeliruan yang ditimbulkan oleh kesalahan orang yang sering 

terjadi dalam penerapannya di lapangan. Terjadinya salah tangkap sub sistem 

maupun sistem peradilan pidana khususnya kepolisian dan kejaksaan mempunyai 

tanggungjawab penuh dalam hal ini. 

Penyidik Polri dalam melakukan penangkapan kerapkali menggunakan 

metode ataupun cara yang sadis yang tidak manusiawi misalnya melakukan 

penganiayaan kepada tersangka demi mendapatkan informasi yang berhubungan 

dengan kasus-kasus yang diselidiki. Selain itu kerapkali terjadi penyidik 

melakukan pemaksaan kepada korban agar ia mengakui suatu tindak pidana yang 

dia sendiri tidak melakukannya bahkan tidak mengetahui apapun soal kejadian 

tersebut. 

Pegi Setiawan merupakan korban kasus salah tangkap, dia ditangkap oleh 

Polda Jawa Barat tepatnya pada hari selasa, 21 Mei 2024 di Bandung. Dia diduga 

menjadi otak dari kasus pembunuhan Muhammad Rizky Rudiana atau dipanggil 

Eky dan Vina Dewi Arsita atau sering dipanggil Vina yang tempat kejadiannya di 

Cirebon pada 27 Agustus 2016 silam. Pegi diduga merupakan orang yang 

terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kepolisian dalam kasus 
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pembunuhan yang dialami oleh Vina dan Eky. Pekerjaan pegi sehari-hari 

merupakan kuli bangunan di Bandung, sebelum dinyatakan bebas pegi telah 

mendekam dalam tahanan kurang dari dua bulan. Pegi ditangkap tanpa diberikan 

surat tugas penangkapan oleh penyidik, alasan dilakukannya penangkapan 

terhadap diri Pegi karena adanya surat perintah penangkapan. 

Adapun tuntutan pidana yang dijeratkan kepada Pegi Setiawan adalah 

pidana penjara seumur hidup dan paling lama 20 tahun dalam dugaan Tindak 

Pidana Perlindungan Anak dan atau Pembunuhan Berencana dan atau 

Pembunuhan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 

Pid.Pra/2024/PN/Bdg mengabulkan permohonan Pegi yang merupakan pemohon 

menyatakan Kepolisian dalam melakukan proses penangkapan, penahanan serta 

penetapan tersangka telah keliru dalam bertugas. 

Penggeledahan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat pada 31 Agustus 

2016 di rumah kediaman Pegi Setiawan di Cirebon dilakukan dengan sewenang-

wenang, merampas, membawa 2 sepeda motor yaitu satu merk suzuki smash 

kondisinya sudah rusak punya Pegi dan yang satu lagi merk Yamaha Zupiter milik 

adiknya pegi. Dalam hal penggeledahan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat 

tersebut tidak ada membuat berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan 

atau tanpa ada surat izin ketua Pengadilan setempat. 

Selain itu, kasus salah tangkap juga terjadi di Lampung Utara, Oman 

Abdurrohman ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus perampokan di rumah 

Budi Yuswo Santoso alias Haji Nanang di Dusun V dorowati, desa Penagan Ratu, 

Abung Timur, lampung Utara, pada 22 Agustus 2017. Oman sehari-hari bekerja 
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sebagai marbot masjid Al-jihad yang beralamat di kampung Sangereng pengurus 

masjid yang sempat mengalami luka tembak di kakinya itu terpaksa harus 

menghabiskan 10 bulan waktunya di dalam tahanan sebelum dinyatakan bebas 

dan tidak bersalah. Oman Abdurrahman alias mbah Omen Bin Kasnan dituntut 

pidana penjara 8 tahun sebelum dinyatan tidak terbukti secara sah san 

menyakinkan bersalah oleh Majelis Hakim.  

Dari deskripsi yang telah dipaparkan diatas, pernurlis terrtarik urnturk 

melakukan penelitian merngenai Analisis Yuridis Penangkapan Tidak Sah 

Yang Dilakukan Dengan Paksaan. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah perrtimbangan hakim terhadap penangkapan tidak sah yang 

dilakukan dengan paksaan?  

2. Sanksi apa yang dapat diberikan kepada pelaku penangkapan tidak sah 

dengan paksaan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Urnturk merngertahuri dan mernganalisis bagaimana perrtimbangan hakim 

terhadap penangkapan tidak sah yang dilakukan dengan paksaan. 

2. Urnturk merngertahuri dan mernganalis sanksi apa yang dapat diberikan kepada 

pelaku penangkapan tidak sah dengan paksaan.  

D. Manfaat Penelitian 

Pernerlitian ini diharapkan dapat mermberrikan manfaat sercara teroritis 

maurpurn praktis yaitur: 
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1. Manfaat Teroritis 

Harapan dari pernerlitian ini adalah dapat mermberrikan kontribursi urnturk 

perrkermbangan ilmur perngertahuran hurkurm, khursursnya dalam bidang hurkurm 

pidana dan perngertahuran terntang pernangkapan terrsangka derngan urpaya paksa 

yang tidak sersurai derngan KUrHAP yang merngakibatkan pernangkapan tidak 

sah. Diharapkan jurga dapat berrmanfaat bagi pernergak hurkurm, terrurtama dalam 

merlakurkan pernyidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pernurlis 

Merningkatkan kewaspadaan dan kesadaran terhadap cara-cara pemaksaan 

untuk menangkap tersangka yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum 

Acra Pidana, sehingga mengakibatkan penangkapan tidak sah.  

b. Bagi Masyarakat 

Diharapkan Pernerlitian ini akan merningkatkan permahaman masyarakat 

terntang bagaimana penangkapan terjadi, cara mernghindarinya, dan cara 

menghindari penangkapan yang tidak sah yang dapat merrursak harkat 

martabat serserorang. Serlain itur, jika terjadi penangkapan yang melanggar 

hukum dapat mermberrikan panduran urnturk merlakurkan perngaduan.  

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada kajian ini perrlu ditelaah keterbatasannya supaya 

permbahasan tidak melebar dan merlerncerng dari topik pembahasan yang terlah 

ditentukanntukan serberlurmnya. Adapun rurang lingkurp pernerlitian difokurskan pada 

Analisis Yurridis Pernangkapan Tidak Sah Yang Dilakukan Dengan Paksaan. 



7 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Pernerlitian serberlurmnya akan menjadi referensi bagi pernerliti dalam 

merlaksanakan pernerlitian yang bertujuan untuk dapat merngermbangkan terori yang 

digurnakan dalam merngkaji pernerlitian yang dilakurkan. Berrikurt ada beberapa 

pernerlitian sebelumnya yang dijadikan serbagai pedoman dalam pernerlitian yang 

berhubungan dengan Analisis Yuridis Pernangkapan Tidak Sah Yang Dilakukan 

Dengan Paksaan: 

1. Skripsi Soraya Jursticia Akbar, Urniverrsitas Hasanurddin Makassar, tahurn 

2020, derngan jurdurl “Turnturtan Kerrurgian Merlaluri Praperradian Olerh 

Terrsangka yang Merngalami Pernangkapan Tidak Sah (sturdi kasurs purtursan 

Praperradilan Nomor 2 Pid.pra/2019/PN/Sgm)”. Pernerlitian ini membahas 

tentang faktor yang mernye rbabkan terrjadinya tindakan pernangkapan tidak 

sah yang dilakukan oleh kerpolisian Rersort Gowa dan bagaimana prosers 

pernye rlersaian turnturtan ganti kerrurgian yang dilakurkan olerh kerpolisian 

Rersort Gowa. Mertoder yang digurnakan adalah pernerlitian hurkurm ermpiris. 

Serdangkan pernurlis mermbahas terntang bagaimanakah perrtimbangan hukum 

terhadap penangkapan tidak sah yang dilakukan dengan paksaan setelah 

inkrah dan Sanksi apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku penangkapan 

tidak sah dengan paksaan.
6
 

2. Pernerlitian yang dilakurkan olerh Aserp Surherrman, tahurn 2020, yang berrjurdurl 

“Pernangkapan Serbagai Bernturk Urpaya Paksa Pernergakan Hurkurm Dalam 

Sisterm Perradilan Pidana Di Indonersia”. Pernerlitian ini mermbahas tentang 
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tata cara merlakurkan urpaya paksa dalam pernangkapan terrhadap terrdurga 

perlakur tindak pidana, serta cara merngatasi hambatan dalam prosers 

pernangkapan terrhadap terrdurga perlakur tindak pidana. Mertoder pernerlitian 

yang digurnakan adalah pernerlitian normativer. Bagaimanakah perrtimbangan 

hukum terhadap penangkapan tidak sah yang dilakukan dengan paksaan 

setelah inkrah dan Sanksi apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku 

penangkapan tidak sah dengan paksaan.
7
 

3. Pernerlitian yang dilakurkan olerh Martono, tahurn 2020 yang berrjurdurl 

“Perrlindurngan Hurkurm Terrhadap Pernangkapan Dan Pernahanan Terrsangka 

Dalam Perrsperktif Hak Azasi Manursia”. Pernerlitian ini mengkaji tentang 

wurjurd implermerntasi hak-hak terrsangka pada tingkat pernyidikan di Polrers 

Wajo, dan faktor-faktor apa yang mermperngarurhi implermerntasi hak-hak 

terrsangka pada permerriksaan tingkat pernyidikan di Polrers Wajo. Pernerlitian 

ini mernggurnakan mertoder pernerlitian ermpiris. Serdangkan pernurlis 

mermbahas terntang bagaimanakah perrtimbangan hukum terhadap 

penangkapan tidak sah yang dilakukan dengan paksaan setelah inkrah dan 

Sanksi apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku penangkapan tidak sah 

dengan paksaan. Mertoder yang dilakurkan yaitur pernerlitian hurkurm normatif.
8
 

 

 

G. Tinjauan Pustaka 
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1. Tersangka 

a. Perngerrtian Terrsangka 

Kitab Urndang-Urndang Hurkurm Acara Pidana terlah merngklasifikasikan 

merngernai defenisi terrsangka dalam Pasal 1 burtir 14 yang mernyatakan: 

“serserorang yang derngan perrburatannya ataur keradaannya berrdasarkan burkti 

perrmurlaan paturt didurga serbagai perlakur tindak pidana”. Derngan makna 

lain, terrsangka merupakan orang yang didurga telah merlakurkan tindak 

pidana berrdasarkan burkti-burkti yang curkurp. Akan tetapi dengan staturs ini 

seseorang berlurm bisa dinyatakan bernar-bernar perlakur tindak pidana 

serhingga diperlukan proses lerbih lanjurt yaitu melalui penyidikan dan 

perrsidangan urnturk mermburktikan perrburatannya.
9
 

J.T.C Simorangkir mendefinisikan tersangka ialah orang yang diduga 

melakukan suatu tindak pidana pada tahap proses pemeriksaan awal untuk 

dilakukan pertimbangan terhadap tersangka tersebut apakah mempunyai 

cukup dasar untuk melakukan pemeriksaan di persidangan.
10

 Kemudian 

Darwin Prints menyebutkan “tersangka ialah seseorang yang diduga 

sebagai pelaku suatu tindak pidana”. Tersangka belumlah dapat dikatakan 

bersalah ataupun tidak pada konteks ini.
11

 

Berrdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas, apabila ada rorang 

yang didurga merlakukan suratur tindak pidana, maka burkti perrmurlaan dan 
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keradaan yang nyata (fakta) juga haruslah ada. Oleh karena itur, dalam hal 

pernertapan terrsangka dengan adanya pernangkapan ataur pernahanan wajib 

dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan, penyidikan, dan 

pemeriksaan oleh penyidik terlebih dahulu.  

b. Pernertapan Terrsangka Mernurrurt Urndang-Urndang 

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mendefinisikan 

penetapan ialah suatu keputusan yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat 

Tata Usaha Negara yang sinkron dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Proses ini sangat berdampak hukum bagi seseorang karena 

keputusan ini mempunyai sifat yang konkret, individual dan final. Adapun 

unsur-unsurnya ialah sebagai berikut: 

1. Penetapan tertulis; 

2. Diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 

3. Berisikan tindakan hukum tata negara 

4. Berlandaskan peraturan perundang-unddangan yang berlaku 

5. Mempunyai sifat individual, konkret, dan final. 

 

Seseorang dapat dianggap sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti 

permulaan yang diperoleh dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh 

kepolisian. Bukti permulaan ini memiliki potensi untuk menyebabkan individu 

tersebut dianggap sebagai pelaku kejahatan. Namun, ketentuan ini dapat 

menimbulkan berbagai intrerpretasi, mengingat kualitas dan aspek yang 

memberikan pengertian mengenai apa yang dianggap sebagai bukti permulaan 

itu sangat bergantung pada perspektif yang berbeda, baik dari pihak penyidik, 

tersangka, maupun pihak-pihak yang bersangkutan lainnya. Oleh karena itu, 

penting untuk memahami bahwa penilaian terhadap bukti permulaan tidak 
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bersifat mutlak dan dapat bervariasi antara individu yang terlibat dalam proses 

hukum.
12

 

Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa frasa “bukti 

permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” dalam Pasal 

1 angka 14, Pasal 17 serta Pasal 21 ayat (1) KUHAP dianggap 

inkonstitusional jika diinterpretasikan tanpa memperhatikan ketentuan yang 

terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Selain itu Pasal 77 huruf a KUHAP juga 

dianggap inkonstitusional apabila digunakan untuk menetapkan tersangka, 

penggeledahan, serta penyitaan.hal ini menunjukkan pentingnya keselarasan 

antara ketentuan hukum yang ada dengan prinsip-prinsip konstitusi, agar tidak 

terjadi penafsiran yang dapat merugikan hak-hak individu dalam proses 

hukum. 

Mahkamah Konstitusi berpendapat, KUHAP tidak menjelaskan batasan 

jumlah alat bukti dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, 

serta “bukti yang cukup”. Mahkamah menegaskan bahwa setidaknya harus 

ada dua alat bukti dan dilakukan pemeriksaan calon tersangkanya yang 

bertujuan memastikan transparansi serta perlindungan hak asasi seseorang 

sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Hal ini bertujuan untuk mencegah 

penyidik bertindak dengan sewenang-wenang khususnya dalam hal 

menentukan bukti permulaan yang cukup. Penetapan tersangka merupakan 
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bagian dari proses penyidikan yang harus dilakukan dengan menjunjung tinggi 

hak asasi individu.
13

 

2. Penyelidik, Penyidik, dan Wewenangnya 

a. Perngerrtian pernyerlidik dan pernye rlidikan 

Defenisi penyelidik berdasarkan Pasal 4 KUHAP ialah sebagai berikut: 

penyelidik merupakan setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

Selanjutnya, defenisi penyidik lebih rinci diatur dalam Pasal 1 angka 4 

jo.Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 

tahun 2002 Pasal 1 angka 8, yang menyatakan bahwa penyidik ialah pejabat 

Polisi Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang oleh Undang-

Undang untuk melakukan penyelidikan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa penyelidik 

ialah individu yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan suatu kasus atau perkara. 

Sementara itu penyelidikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyidik 

dalam mengumpulkan bukti permulian dengan cara melakukan penyelidikan 

maupun pelacakan, serta menentukan apakah suatu kasus atau perkara itu tetap 

akan dilanjutkan atau tidak. 

b. Perngerrtian pernyidik dan pernyidikan 

KUHAP mengatur tentang pengertian penyidik pada Pasal 1 ayat 1 jo. 

Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 

10 yang menyatakan bahwa penyidik merupakan perugas Polisis Negara 

                                                           
13

 Ibid.  



13 

 

Republik Indonesia/Pejabat Negeri Sipil tertentu dalam melakukan penyidikan 

yang wewenangnya diberikan khusus oleh Undang-Undang. 

Kemudian, defenisi penyidikan juga dijelaskan dalam KUHAP pada Pasal 

1 angka 1 jo. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Pasal 1 angka 10, yang menyatakan bahwa penyidikan merupakan serangkaian 

tindakan penyidik yang harus sesuai dengan ketetapan Undang-Undang ini 

yang bertujuan mencari dan mengumpulkan bukti yang akan membuktikan 

pelanggaran hukum yang terjadi dan menemukan pelakunya. 

Menurut KUHAP, terdapat perbedaan  antara penyidik dan penyelidik 

yaitu, penyelidik hanya merujuk kepada pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia saja, sementara penyidik itu sendiri cakupannya lebih luas selain 

pejabat Polisi Negara Republik Indosia juga termasuk penyidik pembantu dan 

penyidik pegawai negeri sipil didalamnya.
14

 

c. Werwernangnya  

Pasal 5 KUrHAP menyatakan penyelidik mempunyai wewenang untuk 

mengumpulkan keterangan serta barang bukti sesuai dengan laporan yang 

berhubungan dengan suatu tindak pidana. Penyelidik juga mempunyai 

wewenang dalam melakukan pemeriksaan kepada individu yang diduga 

melakukan suatu kejahatan dengan meminta tanda pengenalnya. Penyelidik 

juga mempunyai wewenang dalam hal melakukan penangkapan, 

penggeledahan, serta penahanan apabila diperintahkan oleh penyidik. 

Kemudian penyidik juga berwenang dalam melakukan pemeriksaan dan dapat 
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melakukan penyitaan surat, serta mengambil sidik jari dan poto tersangka 

maupun terdakwa selanjutnya akan dibawa dan dihadapkan kepada penyidik. 

Wewenang penyidik yang terdapat pada Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa 

sesuai dengan tugas profesionalnya penyidik mempunyai kekuasaan dalam 

melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara setelah meneriman 

adanya laporan atau pengaduan dari seseorang yang berhubungan atas adanya 

dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh individu tersebut. Selain daripada 

itu penyidik juga mempunyai kewenangan dalam hal menghentikan seseorang 

yang diduga sebagai tersangka untuk melakukan pemeriksaan serta penyitaan 

terhadap tanda pengenal dan surat-surat yang berkaitan termasuk pengambilan 

sidik jari dan pemotretan. Penyidik juga boleh melakukan tindakan upaya 

paksa kepada tersangka, setelah tindakan upaya paksa tersebut dilaksanakan, 

penyidik berwenang untuk memanggil seorang ahli yang dikira perlu dalam 

proses pemeriksaan suatu perkara. Selama proses pemeriksaan berlangsung 

penyidik juga berwenang dalam melakukan penghentian penyidikan dan 

mengambil tidakan lain yang berdasarkan hukum. 

3. Penangkapan 

a. Perngerrtian pernangkapan  

Penangkapan ialah seseorang yang kebebasan dan hak asasinya dibatasi 

oleh penyidik itu adalah sah sesuai dengan hukum, karena hal itu sangat 
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penting dilakukan dalam menegakkan hukum serta merupakan kepentingan 

yang sangat dibutuhkan.
15

 

Penyidik diberikan kewenangan oleh Undang-Undang dalam hal 

melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan 

kejahatan yang mengurangi ataupun membatasi kemerdekaan seseorang.
16

 

Olerh karerna itur, untuk  mernangkap serserorang hak asasi manursia menjadi dasar 

bagi setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Bahkan, walaupun 

sudah adanya alat bukti selama belum adanya putusan pengadilan yang 

menyatakan dia bersalah maka ia harus dianggap tidak bersalah.
17

 

Pasal 1 angka 20 menyatakan, penangkapan merupakan tindakan 

pengekangan sementara waktu yang dilakukan oleh penyidik yang bertujuan 

mengumpulkan informasi serta bukti dalam penyelidikan atau penuntutan 

yang berlandaskan kepada bukti yang cukup sesuai dengan Undang-Undang. 

Pasal 19 ayat 1 KUrHAP menyatakan bahwa batas maksimum 

pernangkapan hanya bolerh dilakurkan serlama 1 hari (24 jam). Kepolisian dalam 

melakukan penangkapan haruslah memenuhi syarat materiil dan syarat formil 

terlebih dahulu. Surat tugas, surat perintah penangkapan dan tembusannya. 

Apabila penangkapan itu sudah melebihi batas maksimum penangkapan yang 

telah ditentukan dan tidak ada diberikannya surat perintah untuk melakukan 

penahanan, oleh karena itu tersangka mempunyai hak untuk dibebaskan.  

                                                           
15

 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan 

dan Penuntutan, Pustaka Kartini, Jakarta, 2000, hlm. 157. 
16

 Nazaruddin Lathif, “Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah 

Tangkap”, pakuan law review 4, No. 2, 2019, hlm 358. 
17

 Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  
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Berdasarkan ketentuan Pasal 17 KUHAP perintah penangkapan ditujukan 

kepada orang yang diduga keras melakukan tindan pidana, berdasarkan bukti 

permulaan yang cukup. Dari penjelasan pada Pasal 17 KUHAP menyatakan 

“bukti permulaan yang cukup” merupakan bukti awal untuk menduga telah 

terjadinya suatu tindak pidana berdasarkan ketetapan Pasal 1 butir 14 

KUHAP. Hal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tersebut harus 

ditujukan kepada orang yang benar-benar melakukan tindak pidana, dan tidak 

boleh dilakukan dengan sembarangan apalagi dengan sewenang-wenang. 

Penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian jika tidak sesuai 

dengan ketetapan Pasal 19 KUHAP maka penangkapan tersebut dapat 

dianggap tidak sah. Penangkapan tidak sah mencakup: 

1. Pernangkapan tidak dilakurkan urnturk kerperntingan pernyidikan; 

2. Pernangkapan tidak dilakurkan terrhadap terrsangka yang didurga kerras 

merlakurkan tindak pidana berrdasarkan burkti perrmurlaan yang curkurp; 

3. Pernangkapan tidak dilakurkan olerh pernyidik dan pernyidik permbantur yang 

berrwernang; 

4. Tidak mermiliki surrat turgas pernangkapan; 

5. Tidak mermiliki surrat perrintah pernangkapan; 

6. Tidak mermperrlihatkan surrat turgas pernangkapan; 

7. Tidak mermberrikan surrat perrintah pernangkapan kerpada Terrsangka; 

8. Surrat perrintah pernangkapan tidak merncanturmkan iderntitas terrsangka; 

9. Surrat perrintah pernangkapan tidak mernyerburtkan alasan pernangkapan; 

10. Surrat perrintah pernangkapan tidak mernerrangkan urraian singkat perrkara 

kerjahatan yang diperrsangkakan; 

11. Surrat perrintah pernangkapan tidak mernerrangkan termpat terrsangka 

diperriksa; 

12. Termbursan surrat pernangkapan tidak diberrikan kerpada kerlurarga orang yang 

ditangkap; 

13. Pernangkapan dilakurkan lerbih dari 24 jam. 

 

Laden Marpaung menyebutkan unsur-unsur penangkapan mencakup 

penahanan seseorang, keberadaan tersangka/terdakwa, adanya bukti yang 

cukup mendukung tindak pidananya, bertujuan untuk kepentingan penyidikan, 
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adanya penuntutan dan peradilan.
18

 Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia) kata cukup pada unsur “terdapat cukup bukti” merupakan tidak 

kurang, lengkap, memadai, sudah mencukupi. 

b. Alasan/Dasar Hurkurm Pernangkapan 

 

Pasal 17 KUHAP mengatur tentang penangkapan seseorang yang 

menyebutkan “penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga telah 

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. 

Penetapan mengenai jenis alat bukti permulaan masih bervariasi di setiap 

lembaga penegak hukum.
19

  Dalam surrat kerpurtursan Kapolri Nomor Pol. 

SKErErP/04/1982 menjelaskan bahwa yang terrmasurk burkti perrmurlaan ialah 

kerterrangan serrta dura dari laporan polisi, berrita acara permerriksaan, laporan 

hasil pernye rlidikan, kerterrangan saksi/saksi ahli ataur barang burkti. Sermerntara 

itur, P.A.F Lamintang merndefinisikan burkti perrmurlaan itu sersurai derngan yang 

terlah ditetapkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga proses 

penghentian penyidikan dilakukan dengan cara yang benar tanpa terpaksa.
20

 

Rapat kerja MAKEHJAPOL tahun 1984 menghasilkan bukti permulaan 

artinya laporan polisi dan didukung oleh salah satu alat bukti lainnya. 

Sedangkan putusan MK No.21/Puu-XII/2014 mendefenisikan bukti permulaan 

yang cukup minimal dua alat bukti dan tertulis dalam Pasal 184 KUHAP. 

Bukti-bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP meliputi 

keterangan dari saksi beserta ahli, adanya surat-surat, adanya bukti petunjuk, 

                                                           
18

 Leden Marpaung, Asas Teori Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 109-

110. 
19

 Darwis Prints, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Djambatan kerja sama Yayasan 

LBH, Jakarta, 1989,  hlm. 42. 
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serta adanya keterangan dari terdakwa. Adapun alat bukti yang ditetapkan oleh 

Kapolri juga harus sama dengan alat bukti yang ditetapkan oleh KUHAP. 

Maka dari itu bisa disimpulkan untuk memenuhi bukti permulaan yang cukup 

minimal dibutuhkan 2 alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Proses penyelidikan bisa selesai dan penyelidikan dapat dilanjutkan sesuai 

dengan penemuan bukti permulaan yang cukup yang membawa kepastian atas 

tuduhan yang ditujukan kepada pelaku atas dugaan tindak pidana. Dalam 

proses penyidikan aparat bisa melakukan tindakan upaya paksa. 

4. Praperadilan  

a. Perngerrtian praperradilan  

Praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yang mengartikan 

praperadilan ialah kewenangan pengadilan negeri dalam melakukan 

pemeriksaan serta memutuskan tentang keabsahan dilakukannya penangkapan 

dan/atau penahanan yang berlandaskan pada permohonan yang diajukan oleh 

tersangka, keluarga maupun kuasanya. Selain itu, praperadilan juga meliputi 

keabsahan dihentikannya penyidikan ataupun penuntutan, kemudian 

permohonan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, 

keluarga maupun kuasanya atas perkara yang tidak dilanjutkan ke tingkat 

pengadilan. 

Sesuai dengan pedoman pelaksanaan KUHAP, keberadaan lembaga 

praperadilan ditujukan untuk melindungi kepentingan perkara serta hak asasi 

tersangka. Akan tetapi perlu untuk senantiasa mengikuti ketetapan yang diatur 
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dalam Undang-Undang. Oleh karena itu lembaga praperadilan dibentuk 

dengan tujuan memastikan perlindungan terhadap hak-hak 

tersangka/terdakwa.
21

 

b. Turjuran praperradilan 

Menurut KUHAP praperadilan mempunyai tujuan untuk mengawasi 

seluruh tindakan penegak hukum kepada tersangka ataupun terdakwa selama 

dalam proses perkara pidana terutama dalam hal pemeriksaan dan 

penuntutuan, untuk mengantisipasi agar tindakan yang melanggar hukum dan 

hak asasi manusia tidak terjadi. 

Tujuan utama lembaga praperadilan dalam KUHAP ialah mengawasi 

tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum 

terhadap tersangka selama proses penyidikan atau penuntutan berlangsung  

sehingga tindakan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku r.
22

 

c. Werwernang Praperradilan 

Praperadilan mempunyai wewenang sesuai dengan KUHAP diantaranya: 

1. Melakukan pemeriksaan serta memutus mengenai sah atau tidaknya 

upaya paksa seorang tersangka atau terdakwa bisa mengajukan 

permohonan praperadilan ke pengadilan guna melakukan pemeriksaan 

serta memutuskan sah atau tidaknya penangkapan, serta penahanan 

yang dilakukan terhadapnya. Dalam hal ini tersangka mempunyai hak 

mengajukan permohonan pemeriksaan mengenai keabsahan 
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 Hari Sasangka, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori 
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penangkapan maupun penahanan yang dilakukan kepada dirinya jika 

tidak sesuai dengan KUHAP.
23

 

2. Memeriksa dalam hal penghentian penyidikan dan penghentian 

penuntutan telah didasari pada alasan-alasan yang sah seperti berikut: 

a. Tidak terdapat cukup bukti, maksudnya apabila bukti sah tidak 

cukup sesuai dengan yang diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, 

penyidikan ataupun penuntutan harus dihentikan jika tidak 

memenuhi alat bukti minimum yang bertujuan menghormati hak 

asasi tersangka dan demi meraih keadilan serta untuk mencegah 

adanya tuntutan ganti kerugian. 

b. Peristiwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana. Penyidik akan 

menghentikan penyidikan dikarenakan ada dugaan tindak pidana 

ataupun laporan dari seseorang, akan tetapi peristiwa tersebut tidak 

terbukti suatu tindak pidana.
24

 

c. Pernyidikan diherntikan dermi hurkurm, karerna berrdasarkan Urndang-

Urndang ataur yurrisprurdernsi mermang tidak dapat dilanjurtkan alasan 

lainnya Pernyidik merngherntikan pernyidikan. Contohnya adalah 

kertika terrsangka/terrdakwa merninggal durnia, terrsangka/terrdakwa 

harurs di rawat di rurmah sakit jiwa, perrkara yang surdah perrnah 

dipurturskan dan perkara hukum tersebut telah berrkerkuratan hurkurm 

tertap serhingga tidak dapat diperiksa kembali, tidak terdapat 

pengaduan yang sah dalam perkara delik aduan, telah melewati 
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batas waktu yang ditetapkan, ataupun terdapat tindakan hukum lain 

yang menjadikan proses pemeriksaan dihentikan.
25

 

3. Mermerriksa turnturtan ganti kerrurgian 

Pasal 1 angka 22 KUHAP menyebutkan ganti rugi adalah bentuk 

kompensasi yang diberikan kepada seseorang berupa sejumlah uang 

karena dilakukan upaya paksa kepadanya karena perlakuan tersebut 

tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku serta karena telah 

terjadinya kekeliruan kepadanya. 

4. Mermerriksa perrmintaan rerhabilitasi 

Pasal 1 angka 23 KUHAP menyatakan rehabilitasi merupakan hak 

seseorang yang melekat pada dirinya untuk memperoleh pemulihan 

kemampuan, kedudukan, harga diri serta harkat martabatnya sesudah 

mengalami tindakan paksa yang melanggar hukum maupun adanya 

kesalahan dalam mererapkan hukum. 

PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP telah 

mengatur pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan 

terdapat pada Pasal 12 yang menyebutkan sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 97 ayat (3) bahwa permintaan rehabilitasi harus diajukan 

oleh tersangka, keluarga maupun kuasa hukumnya kepada pengadilan 

yang berkuasa, batas waktu makslimum 14 (empat belas) hari sesudah 

adanya putusan tentang sah atau tidaknya penangkapan maupun 

penahanan dibuktikan kepada pemohon. 
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Pasal 12 PP Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP 

tidak hanya menentukan siapa saja pihak yang bisa mengajukan 

rehabilitasi, akan tetapi menetapkan batas waktu yang diberikan dalam 

mengajukan rehabilitasi. 

5. Praperadilan terhadap tindakan penggeledahan serta penyitaan  

Penyidik atau penuntut umum dalam melakukan proses 

pemeriksaan berupa penggeledahan dan penyitaan mempunyai tujuan 

untuk mencegah adanya tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan 

kekuasaannya. Dalam hal penyitaan surat pada pihak ketiga itu bukan 

termasuk ke dalam barang bukti, sehingga pihak ketiga mempunyai 

hak untuk mengajukan permohonan praperadilan atas penyitaan yang 

dianggap tidak sah.
26

 

a. Yang Berhak Mengajukan Permohonan Praperadilan 

1. Tersangka, Keluarga, Keluarga Tersangka, serta Kuasanya  

a. Sesuai dengan Pasal 79 KUHAP menyatakan pihak yang 

mempunyai wewenang dalam mengajukan permohonan 

praperadilan ke pengadilan  diantaranya tersangka, keluarga 

maupun kuasa hukumnya yang didasari dengan adanya alasan 

dilakukannya permohonan tersebut.   

b. Sesuai dengan Pasal 124 KUHAP tersangka, keluarga maupun 

kuasa hukumnya adalah orang mempunyai hak untuk mengajukan 
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praperadilan ke pengadilan negeri guna memperoleh putusan 

mengenai keabsahan penahanan yang dilakukan terhadapnya. 

2. Tersangka, Ahli warisnya dan Kuasanya  

Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyatakan yang berwenang untuk mengajukan 

praperadilan ialah tersangka, ahli warisnya yang mempunyai hak untuk 

mengajukan ganti rugi ke pengadilan negeri yang berlandaskan dengan alasan-

alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP. 

3. Terrsangka, Terrdakwa ataur Terrpidana 

Pasal 95 ayat (1) KUHAP menyatakan pihak yang mempunyai hak untuk 

mengajukan permohonan praperadilan ialah tersangka, terdakwa maupun 

terpidana yang mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas 

penangkapan, penahanan, penuntutan, pengadilan ataupun tindakan lain yang 

dilakukan tanpa adanya alasan yang sesuai dengan Undang-Undang maupun 

karena adanya kesalahan identitas maupun kesalaha dalam menerapkan 

hukum. 

4. Pernurnturt urmurm dan pihak kertiga yang berrkerperntingan 

Pasal 80 KUHAP menyatakan bahwa penuntut umum atau pihak ketiga 

mempunyai kekuasaan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan 

mengenai kelangsungan penyidikan maupun penuntutan yang diberhentikan 

untuk menilai keabsahannya. 

 

 

5. Penyidik, pihak ketiga yang berkepentingan 
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Apabila penuntut umum melakukan penghentian penyidikan, maka pihak 

lain memiliki hak untuk meminta pemeriksaan kepada ketua pengadilan negeri 

mengenai keputusan tersebut.
27

 

6. Tersangka, pihak ketiga yang berkepentingan menuntut rugi 

Pasal 81 KUHAP menyatakan bahwa individu berhak untuk mengajukan 

permohonan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang 

apabila ia merupakan tersangka ataupun pihak ketiga yang mempunyai 

kepentingan mengenai keabsahan yang dilakukan kepada dirinya . 

7. Pihak-pihak yang dapat dipraperadilkan 

Pasal 82 ayat (3) menyebutkan penyidik serta penuntut umum bisa 

diajukan gugatan praperadilan apabila tindakan yang dilakukannya adalah 

tidak sah serta barang bukti yang disita bukan merupakan barang bukti. 

Tahun 1983, SerMA (Surrat Erdaran Mahkamah Agurng) Nomor 14 

mernyatakan bahwa lembaga yang melakukan penahanan pertama mempunyai 

tanggungjawab atas tindakan tersebut. Sehingga, permohonan mengenai 

pemeriksaan praperadilan terhadap hakim harus ditolak. 

H. Metode Penelitian  

Metodologi berasal dari gabungan kata  yaitu “metose” dan “logi”. Mertoder 

artinya cara menerapkan sesuatu dengan teratur (sistermatis), sermerntara logi 

artinya ilmur yang berdasarkan cara berpikir yang logis. Mertodologi artinya ilmur 

merngernai cara mernerapkan sersuratur derngan terraturr (sistermatis). Mertodologi 

pernerlitian merupakan ilmu yang mengkaji mengenai cara menerapkan bagaimana 
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merlakurkan pernerlitian derngan terraturr (sistermatis). Metodologi penelitian hukum 

berarti ilmu mengenai cara bagaimana melakukan penelitian hukum itu dengan 

teratur (sistematis).
28

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian fakultas hukum dengan fakultas lain itu berbeda. Hukum 

pada umumnya mengklasifikasi metode penelitian menjadi dua kelompok besar 

yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian ukum empiris. 

Penelitian hukum normatif adalah sebuah metode penelitian yang mengkaji 

peraturan perundang-undangan baik yang ditinjau dari sudut hierarki peraturan 

perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmonis perundang-undangan 

(hirizontal).
29

 Pernurlis mernggurnakan jernis pernerlitian yurridis normatif yang  

membahas Undang-Undang serta hukum sebagai norma dan aturan yang berlaku 

di dalam masyarakat serta menjadi pedoman perilaku manusia.  

2. Metode Pendekatan 

Penulis melakukan metode pendekatan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan dengan mengkaji perundang-undangan (statute approach) ataupun 

pendekatan yuridis ialah penelitian yang bersumber dari produk-produk hukum.
30

  

Pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical 

approach), serta pendekatan perundang-undangan yang dilakukan untuk mengkaji 

semua undang-undang serta regulasi yang berhubungan dengan penelitian. Bagi 

peneliti hukum akan berkesempatan untuk mempelajari antara konsistensi dan 
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kesesuai antara satu sama lain melalui pendekatan perundang-undangan ini.
31

  

Adapun sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif analisis yaitu dengan 

menggambarkan, mengkaji serta menjelaskan secara rinci menggunakan teori 

teori yang berhubungan dengan analisis yuridis penangkapan tidak sah yang 

dilakukan dengan paksaan. 

3. Sumber Data dan Bahan Hukum 

Adapun sumber data yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu 

sumber data sekunder. Data sekunder sendiri ialah data yang sifatnya kepustaan 

kemudian akan diolah lebih lanjut dan disajikan oleh penulis.  

Pernurlis mernggurnakan surmberr data serkurnderr dalam pernerlitian ini. Data 

serkurnderr yaitur data yang sifatnya kerpurstakaan yang akan diolah sercara lerbih 

lanjurt dan disajikan olerh pihak perngurmpurl. Sumber data sekunder yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi: 

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama sebagai bahan 

hukum yang mempunyai sifat autotiratif yaitu bahan hukum mempunyai 

otoritas.bahan hukum primer yang penulis gunakan pada penelitian ini 

diantaranya:  

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Urndang-Urndang Nomor 39 Tahurn 1999 Terntang Hak Asasi Manursia 

3) Urndang-Urndang Rerpurblik Indonersia Nomor 8 Tahurn 1981 Terntang 

Acara Pidana 

4) Urndang-Urndang Nomor 2 Tahurn 2002 Terntang Kerpolisian Nergara 

Rerpurblik Indonersia 

5) Urndang-Urndang Nomor 4 Tahurn 2009 terntang Kerkurasaan Kerhakiman 
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6) SerMA (Surrat Erdaran Mahkamah Agurng) Nomor 14 Tahurn 1983 

Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan 

Restoratif. 

 

b. Hukum bahan sekunder ialah bahan hukum yang diambil dari dokumen 

ataupun bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer tersebut. 

Adapun bahan sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah: 

1) Burkur-burkur hurkurm dan ilmiah yang terrkait derngan pernerlitian 

2) Jurrnal-jurrnal hurkurm dan sosial yang terrkait derngan pernerlitian 

3) Makalah-makalah dan artikerl-artikerl serrta karya turlis yang berrkaitan 

derngan pernerlitian  

4) Werb ataur interrnert yang berrkaitan derngan pernerlitian 

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hurkurm yang mermberrikan panduran dan 

pernjerlasan merngernai bahan hurkurm primerr dan serkurnderr. Bahan hukum 

tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah: 

1) Kamus Hukum; 

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data serkurnderr dalam pernerlitian normatif ini merlibatkan sturdi 

purstaka terkait berbagai bahan hukum baik itu bahan hukum primer, sekunder, 

tersier maupun yang non hukum. Prosers pernerlursurran bahan hurkurm terrserburt 

merlipurti membaca, mendengar, mengamati, ataupun menggunakan website serta 

internet.
32
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Penelitian pada hukum normatif ada 3 (tiga) jenis metode pengumpulan 

data yang berbeda diantaranya:
33

 

a. Studi pustaka yaitu mengkaji informasi tertulis terkait hukum yang berasal 

dari berbagai sumber kemudian dipublikasikan secara luar dan dibutuhkan 

dalam penelitian hukum normatif. 

b. Sturdi dokurmern merlibatkan analisis informasi terrturlis terntang hurkurm yang 

tidak disebarkan sercara luras, namurn tidak dapat diaksers olerh pihak 

terrterntur. 

c. Sturdi arsip yakni merngkaji informasi terrturlis merngernai perristiwa dimasa 

lalur (terrmasurk perristiwa hurkurm) yang mermiliki nilai bersejarah, 

dilestarikan serta diperlihara ditermpat khursurs urnturk dijadikan serbagai 

rerferrernsi. Dapat berrurpa: surrat, perta, rerkaman, maupun dokumen tertentu. 

 

5. Metode Analisis Data 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data yang 

bersifat kualitatif, maksudnya meneliti dengan melakukan interpretasi (pernafsiran) 

terhadap bahan-bahan hurkurm yang surdah diolah. Pernggurnaan mertoder interrpertasi 

berrturjuran urnturk mernafsirkan hurkurm, serperrti ada ataur tidaknya kerkosongan norma 

hurkurm, antinomi norma hurkurm dan jurga norma hurkurm yang kaburr.
34

 Data yang 

diperrolerh disersuraikan derngan perrmasalahan pernerlitian dan dianalisis urnturk 

mernghasilkan kersimpurlan yang mernjawab rurmursan masalah dalam pernerlitian.
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